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BAB IV 
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
4.1  Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Siak 
Dinas Sosial Kabupaten Siak sebagai lembaga Teknis Daerah dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak serta berdasarkan 
Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Siak. 
Dinas Sosial Kabupaten Siak dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 
(satu) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 3 (tiga) Bidang terdiri dari 7 
(tujuh) Seksi termasuk didalamnya Jabatan Fungsional. Selain itu untuk 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh Tenaga 
Pekerja Sosial antara lain : TKSK, Pendamping PKH, Satuan Bakti Pekerja 
Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana, dll.  
Guna menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Sosial, Dinas Sosial 
Kabupaten Siak melayani seluruh permasalahan sosial guna membantu Bupati 
dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah. Selain sebagai 
perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Kabupaten Siak juga merupakan 
perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari 
beberapa kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah 
Pusat melalui DIPA yang ada di Pemerintah Provinsi Riau.  
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4.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Siak 
4.2.1 Visi 
VISI adalah cara pandang jauh ke depan kemana sebuah instansi harus 
dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga adalah suatu gambaran 
yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi 
tersebut. Sedangkan visi dalam kebijakan pembangunan merupakan siatu kondisi 
yang dicita-citakan sekaligus sebagai arahan untuk mencapai sesuatu yang di cita-
citakan. Visi pembangunan Sosial di Kabupaten Siak pada hakekatnya merupakan 
turunan dari Visi Besar (Grand Vision) pembangunan Kabupaten Siak. Oleh 
karena itu, dalam penyusunan Visi Dinas Sosial Kabupaten Siak tetap mengacu 
pada Visi Pembangunan Daerah Siak yaitu:  
” Terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam 
lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadi 
tujuan pariwisata di Sumatera.” 
4.2.2 Misi 
MISI, pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang harus dilakukan 
untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai 
berikut: 
a. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, 
Berakhlak, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya Melayu.  
b. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan 
Berwawasan Lingkungan. 
c. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing 
d. Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing.  
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e. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bersih, Serta 
Pelayanan Publik Yang Prima  
Sebagai SKPD yang mengurusi bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Siak 
dalam 5 tahun kedepan (2016-2021) akan mendukung misi Pemerintah Kabupaten 
Siak, yaitu misi ketiga  
" Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing” 
4.3 Tujuan 
Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas 
Sosial Kabupaten Siak untuk periode 2016-2021 adalah :  
" Meningkatkan Taraf Kesejahteraan, Kualitas, dan Kelangsungan 
Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)" 
4.4 Sasaran 
Sasaran Strategis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin 
dicapai Dinas Sosial Kabupaten Siak periode 2016-2021 adalah :  
a. Meningkatnya Kemampuan Fakir Miskin Dalam Memenuhi 
Kebutuhan Dasarnya Secara Mandiri;  
b. Pulih dan Berkembangnya Kemampuan Orang Yang Mengalami 
Disfungsi Sosial Untuk Dapat Melaksanakan Fungsi Sosial Secara  
Wajar; 
c. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Individu/Keluarga/Kelompok Fakir 
Miskin dan yang Mengalami Guncangan dan Kerentanan Sosial.  
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4.5  Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Siak 
Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu dibidang sosial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktur Sususnan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Siak 
Kepala Dinas 
Kelompok jabatan 
fungsional 
Sekretaris 
Subbag 
Umum&Kepegaw
aian 
Subbag 
Program&pelapo
ran 
Subbag 
Keuangan 
Kepala bidang  
Perlindungan & jaminan sosial 
Kepala seksi perlindungan sosial 
korban bencana alam dan korban 
bencana sosial 
Kepala seksi jaminan sosial 
keluarga 
Kepala bidang Rehabilitasi 
sosial 
Kepala seksi Rehabilitasi 
sosial anak dan lanjut usia 
Kepala seksi Rehabilitasi 
sosial penyandang disibalitas 
Kepala seksi Rehabilitasi sosial 
tuna sosial dan korban 
perdagangan orang 
Kepala bidang pemberdsyssn 
sosial dan penanganan fakir 
miskin 
Kepala seksi 
Identifikasi dan 
penguatan kapasitas 
Kepala seksi 
pemberdayaan dan 
restorasi sosial  
53 
 
Dinas Sosial Kabupaten Siak sebagai lembaga Teknis Daerah dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak serta berdasarkan 
Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Siak. 
Dinas Sosial Kabupaten Siak dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 
(satu) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 3 (tiga) Bidang terdiri dari 7 
(tujuh) Seksi termasuk didalamnya Jabatan Fungsional. Selain itu untuk 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh Tenaga 
Pekerja Sosial antara lain : TKSK, Pendamping PKH, Satuan Bakti Pekerja 
Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana, dll.  
Guna menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Sosial, Dinas Sosial 
Kabupaten Siak melayani seluruh permasalahan sosial guna membantu Bupati 
dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah. Selain sebagai 
perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Kabupaten Siak juga merupakan 
perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari 
beberapa kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah 
Pusat melalui DIPA yang ada di Pemerintah Provinsi Riau.  
Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Siak adalah 
sebagai berikut : 
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1. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:  
a. Kepala Dinas.  
b. Sekretariat, membawahi:  
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;  
3. Sub Bagian Keuangan.  
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:  
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana 
Sosial; dan  
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.  
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:  
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;  
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan  
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.  
e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:  
1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan  
2. Seksi Pemberdayaan, Bantuan Stimulan Dan Restorasi Sosial.  
f. Kelompok Jabatan Fungsional.  
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 
3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  
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4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.  
5. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.  
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :  
(1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
urusan sosial yang meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial 
dan Penanganan Fakir Miskin.  
(2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 
Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanaganan Fakir Miskin; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 
Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanaganan Fakir Miskin; 
c. penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan 
Sosial dan Penanaganan Fakir Miskin; 
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perlindungan dan 
Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan 
Penanaganan Fakir Miskin; 
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e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan 
Sosial dan Penanaganan Fakir Miskin; 
f. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial; 
g. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan Daerah yang menjadi 
tanggungjawab Dinas Sosial; 
h. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama antar daerah di bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan 
Sosial dan Penanaganan Fakir Miskin; 
i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan sosial di 
bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, 
Pemberdayaan Sosial dan Penanaganan Fakir Miskin; 
j. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; 
k. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya 
manusia Dinas Sosial; dan 
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan bidang tugasnya.  
SEKRETARIAT  
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 
pelaksanaan tugas kegiatan Dinas Sosial, pembinaan kepegawaian, pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial, 
pengelolaan data terpadu dan informasi, penatalaksanaan rumah tangga 
organisasi, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.  
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretaris 
mempunyai fungsi:  
a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan dinas; 
b. pengoordinasian kegiatan di lingkup Dinas Sosial yang meliputi 
pengumpulan dan pengelolaan data terpadu, verifikasi bantuan sosial, serta 
penangan kedaruratan sosial; 
c. penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan, dan anggaran; 
d. penyiapan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
sebagai pedoman kerja pelaksanaan tugas; 
e. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan standar operasional 
prosedur bidang Sekretariat; 
f. pembinaan kepegawaian dan pemberian dukungan administrasi yang 
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan 
dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 
g. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial; 
h. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 
i. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan 
program/kegiatan dan anggaran; 
j. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja; 
k. penataan organisasi, serta pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan 
dan inventaris kantor; 
l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran; 
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m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; dan 
n. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial 
sesuai dengan bidang tugasnya.  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :  
a. melakukan pengendalian kegiatan Tata Naskah Dinas; 
b.  melakukan penatalaksanaan kearsipan dan ekspedisi; 
c. melakukan pengelolaan rumah tangga dinas, perlengkapan dan penataan 
barang milik negara; 
d. melakukan penyusunan perencanaan dan formasi pegawai, urusan mutasi 
pegawai, memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta 
pelaksanaan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan 
kompetensi pegawai; 
e. Mengkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial. 
f. mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi; 
g. mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan 
evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; 
h. melakukan pembinaan kepegawaian di lingkup subbagian; dan 
i. melakukan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan bidang tugasnya.  
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :  
a. melakukan persiapan bahan penyusunan analisis rencana strategis Dinas; 
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b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana 
program/kegiatan dan anggaran; 
c. melakukan penyiapan bahan verifikasi internal usulan perencanaan 
program/kegiatan dan anggaran terkait dengan RPJMD, Renstra dan 
Renja; 
d. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data terpadu dan verifikasi 
bantuan sosial; 
e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait 
hasil pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran; 
f. melakukan penatalaksanaan kearsipan di lingkup Sub Bagian; 
g. melakukan pembinaan kepegawaian di lingkup Sub Bagian; dan 
h. melakukan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan bidang tugasnya;  
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :  
a. melakukan penatalaksanaan keuangan dan urusan perbendaharaan;  
b. melakukan penyusunan kelengkapan administrasi keuangan; 
c. melakukan penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan 
evaluasi kinerja keuangan; 
d. melakukan pengelolaan tertib administrasi keuangan; 
e. melakukan verifikasi dan akuntansi pelaksanaan anggaran; 
f. melakukan pembinaan kepegawaian di lingkup subbagian; dan 
g. melakukan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan bidang tugasnya.  
60 
 
 
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 
di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.  
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :  
a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang perlindungan 
dan jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang 
berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta dibidang jaminan 
sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat disabilitasnya 
tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat 
yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan 
kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan; 
b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di 
bidang perlindungan dan jaminan sosial, keluarga, dan masyarakat yang 
berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan 
sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya 
tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat 
yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan 
kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan penyakit 
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kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, 
ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan 
keluarga pahlawan; 
c. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan standar operasional 
prosedur bidang perlindungan dan jaminan sosial kepada seseorang, 
keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau 
rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, 
lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan 
mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita 
penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan 
sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, 
dan keluarga pahlawan penyakit kronis yang tergolong berat yang 
mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada 
pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan; 
d. pelaksanaan program dan kegiatan teknis dibidang perlindungan dan 
jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada 
dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial 
kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya 
tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat 
yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan 
kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan; 
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e. pelaksanaan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi di bidang perlindungan 
dan jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang 
berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan serta di bidang jaminan 
sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya 
tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat 
yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan 
kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan; 
f. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; 
g. pengelolaan data di bidang perlindungan dan jaminan sosial; 
h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang 
perlindungan dan jaminan sosial; 
i. pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pembinaan teknis, konsultasi dan 
fasilitasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; 
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 
kegiatan di bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban 
Bencana Sosial mempunyai tugas : 
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perlindungan 
sosial yang meliputi korban bencana alam dan korban bencana sosial; 
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b. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, 
penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial, 
kesiapsiagaan dan mitigasi, pemulihan dan penguatan sosial, serta 
kemitraan dan pengelolaan logistik bencana alam dan bencana sosial; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang pencegahan, penanganan korban bencana alam dan 
korban bencana sosial, kesiapsiagaan dan mitigasi, pemulihan dan 
penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana alam 
dan bencana sosial; 
d. melakukan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pencegahan, penanganan bencana alam dan korban bencana sosial, 
kesiapsiagaan dan mitigasi, pemulihan dan penguatan sosial, serta 
kemitraan dan pengelolaan logistik bencana alam dan bencana sosial; 
e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pencegahan, penanganan korban bencana alam dan korban bencana 
sosial, kesiapsiagaan dan mitigasi, pemulihan dan penguatan sosial, serta 
kemitraan dan pengelolaan logistik bencana alam dan bencana sosial; 
f.  melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya di bidang 
pencegahan, penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial; 
g. melakukan penyediaan data penyelenggaraan di bidang pencegahan, 
penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial; dan 
h. melakukan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan bidang tugasnya.  
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Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas : 
a. melakukan penyusunan usulan perencanaan program dan kegiatan jaminan 
sosial keluarga yang meliputi keluarga, dan masyarakat yang berada dalam 
keadaan tidak stabil atau rentan, serta dibidang jaminan sosial kepada 
anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas 
fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat disabilitasnya tergolong 
berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang 
mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada 
pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan; 
b. melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang jaminan sosial keluarga yang 
meliputi keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil 
atau rentan, serta dibidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu 
terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan 
fisik dan mental yang derajat disabilitasnya tergolong berat, serta eks 
penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami 
ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, 
perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang jaminan sosial keluarga yang meliputi keluarga, dan 
masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta 
dibidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia 
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terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang 
derajat disabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis 
yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, 
dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga 
pahlawan; 
d. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
jaminan sosial keluarga yang meliputi keluarga, dan masyarakat yang 
berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta dibidang jaminan 
sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat disabilitasnya 
tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat 
yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan 
kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan; 
e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 
bidang jaminan sosial keluarga yang meliputi keluarga, dan masyarakat 
yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta dibidang jaminan 
sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat disabilitasnya 
tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat 
yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan 
kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan; 
f. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya di bidang 
jaminan sosial keluarga yang meliputi keluarga, dan masyarakat yang 
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berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta dibidang jaminan 
sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 
disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat disabilitasnya 
tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat 
yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan 
kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan; 
g. menyediakan data penyelenggaraan di bidang jaminan sosial keluarga 
yang meliputi keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak 
stabil atau rentan, serta dibidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu 
terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan 
fisik dan mental yang derajat disabilitasnya tergolong berat, serta eks 
penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami 
ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, 
perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan; dan 
h. melakukan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan bidang tugasnya  
BIDANG REHABILITASI SOSIAL  
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi 
Sosial di luar panti. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :  
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial di luar panti 
yang meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan 
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dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang 
menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang 
memerlukan perlindungan khusus, orang terlantar, lanjut usia, penyandang 
disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, kelompok minoritas, 
gelandangan, pengemis, eks narapidana, eks psikotik, korban 
penyalahgunaan napza, orang dengan Human Immunodeficiency 
Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), korban tindak 
kekerasan, dan korban perdagangan orang; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial; 
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Rehabilitasi 
Sosial; 
d. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan standar operasional 
prosedur di bidang Rehabilitasi Sosial; 
e. pengelolaan data di bidang Rehabilitasi Sosial; 
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Rehabilitasi Sosial; 
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial; 
h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial; 
i. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, pembinaan teknis, konsultasi dan 
fasilitasi di bidang Rehabilitasi Sosial; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  
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Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas :  
a. melakukan penyusunan kebijakan, program/kegiatan dalam melaksanakan 
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti yang meliputi anak 
balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak 
jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak 
kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan 
khusus, serta lanjut usia potensial dan tidak potensial; 
b. melakukan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan dalam melaksanakan 
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; 
d. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; 
e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; 
f. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya rehabilitasi sosial 
anak dan lanjut usia; 
g. melakukan penyediaan dan pengolahan data penyelenggaraan rehabilitasi 
sosial anak dan lanjut usia; dan 
h. melakukan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan bidang tugasnya.  
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :  
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a. melakukan penyusunan kebijakan, program/kegiatan rehabilitasi 
penyandang disabilitas di luar panti yang meliputi penyandang 
disabilitas dan ekstrauma, ekspsikotik dan orang dengan Human 
Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
(HIV/AIDS); 
b. melakukan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan rehabilitasi 
penyandang disabilitas; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria rehabilitasi penyandang disabilitas; 
d. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang rehabilitasi penyandang disabilitas; 
e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas; 
f. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya 
rehabilitasi penyandang disabilitas; 
g. melakukan penyediaan dan pengolahan data penyelenggaraan 
rehabilitasi penyandang disabilitas; dan 
h. melakukan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.  
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan 
Orang mempunyai tugas :  
a. melakukan penyusunan kebijakan, program/kegiatan di bidang rehabilitasi 
sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti yang 
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meliputi tuna susila, kelompok minoritas, gelandangan, pengemis, eks 
narapidana, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang dan 
korban Napza; 
b. melakukan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan di bidang rehabilitasi 
sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang; 
d. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang; 
e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang; 
f. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya rehabilitasi sosial 
tuna sosial dan korban perdagangan orang; 
g. melakukan penyediaan dan pengolahan data penyelenggaraan rehabilitasi 
sosial tuna sosial, kelompok minoritas dan orang terlantar; dan 
h. melakukan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan bidang tugasnya.  
 
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR 
MISKIN  
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir 
Miskin. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maksud ayat (1), 
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Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai 
fungsi :  
a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan 
Fakir Miskin yang meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan/atau 
kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan/atau fakir miskin, 
komunitas adat terpencil, pembinaan kepahlawanan, keperintisan, 
kesetiakawanan, restorasi sosial, dan pengelolaan sumber dana bantuan 
sosial, serta pemberdayaan masyarakat baik perorangan dan/atau 
kelompok sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dan penataan 
lingkungan sosial; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan 
Fakir Miskin; 
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; 
d. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan standar operasional 
prosedur bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; 
e. pengelolaan data di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir 
Miskin; 
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Sosial 
dan Penanganan Fakir Miskin; 
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Pemberdayaan 
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; 
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h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang 
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; 
i. pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pembinaan teknis, konsultasi dan 
fasilitasi bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  
Pasal 12 
Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas :  
a. melakukan penyusunan kebijakan, program/kegiatan di bidang identifikasi 
dan penguatan kapasitas yang meliputi identifikasi permasalahan 
penanganan fakir miskin, dan penguatan kapasitas Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial; 
b. melakukan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan di bidang identifikasi 
dan penguatan kapasitas; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas; 
d. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang identifikasi 
dan penguatan kapasitas; 
e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 
bidang identifikasi dan penguatan kapasitas; 
f. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di bidang identifikasi dan 
penguatan kapasitas; 
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g. menyediakan data penyelenggaraan di bidang identifikasi dan penguatan 
kapasitas; dan 
h. melakukan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan bidang tugasnya.  
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, Bantuan Stimulan dan Restorasi Sosial 
mempunyai tugas :  
a. melakukan penyusunan kebijakan, program/kegiatan di bidang 
Pemberdayaan Sosial, Restorasi Sosial, dan Bantuan Stimulan yang 
meliputi bantuan usaha ekonomi produktif bagi kelompok fakir miskin, 
pendampingan sosial, penataan sarana lingkungan sosial, dan rehabilitasi 
sosial rumah tidak layak huni pembinaan dan pemberian bantuan kepada 
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan 
kesetiakawanan sosial, serta pelayanan undian gratis berhadiah; 
b. melakukan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan di bidang 
pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial; 
d. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial; 
e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 
bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial; 
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f. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di bidang pemberdayaan 
masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial; 
g. menyediakan data di bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan 
restorasi sosial; dan 
h. melakukan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan bidang tugasnya.  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan 
oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
 
 
 
